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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung 

jawab diperlukan adanya pengawasan internal 

Pemerintah  yang berkualitas; 

b. bahwa untuk mewujudkan pengawasan aparat 

pengawasan intern pemerintah yang berkualitas dan 

standar audit aparat pengawasan intern pemerintah yang 

seragam di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, 

diperlukan sistem pengendalian mutu audit aparat 

pengawasan intern pemerintah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman 

Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah di Lingkungan  Badan Kepegawaian Negara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang           

Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 

tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah; 

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29        

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 2020 Nomor 1728); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG 

PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT APARAT PENGAWASAN 

INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  BADAN 

KEPEGAWAIAN NEGARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah yang selanjutnya disingkat PKMA-APIP 

adalah pedoman yang digunakan untuk memastikan 

bahwa APIP dan Auditor telah memenuhi kewajiban 

profesional kepada Auditi dan pihak lainnya. 
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2. Kendali Mutu adalah metode yang digunakan untuk 

memastikan bahwa profesionalnya kepada Auditi 

maupun pihak lainnya. 

3. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal 

untuk melakukan kegiatan Audit yang wajib dipedomani 

oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 

4. Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan 

nilai yang digunakan oleh Auditor sebagai pedoman 

tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan. 

5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah Inspektorat Badan Kepegawaian 

Negara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 

melakukan pengawasan dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

6. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan Audit, 

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 

lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai 

dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif 

dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 

mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik. 

7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan 

evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, 

objektif dan profesional berdasarkan standar Audit, 

untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 

efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu 

kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, 

rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 

9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu 

program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan 

hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, 
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atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 

11. Audit Kinerja adalah Audit yang terdiri atas aspek 

ekonomi dan efisiensi serta Audit aspek efektivitas. 

12. Auditor adalah pegawai negeri sipil  yang mempunyai 

jabatan fungsional Auditor dan/atau pihak lain yang 

diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara 

penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan 

pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas 

nama APIP. 

13. Auditi adalah orang/instansi pemerintah di lingkungan 

Badan Kepegawaian Negara yang diAudit oleh APIP. 

14. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara 

pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang membidangi urusan di bidang 

perdagangan. 

15. Organisasi adalah Badan Kepegawaian Negara. 

16. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat 

BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang 

diberi kewenangan melakukan pembinaan dan 

menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional. 

17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 

Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 

 

Pasal 2 

(1) PKMA-APIP di lingkungan BKN digunakan untuk 

memastikan bahwa Audit yang dilaksanakan oleh 

Inspektorat BKN sesuai dengan kode etik dan standar 

Audit. 
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(2) PKMA-APIP di lingkungan BKN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan: 

a. efektifitas pengawasan intern; 

b. transparansi proses Audit; 

c. kualitas dan integritas pengendali teknis dan 

pengendali mutu Audit; 

d. mutu pelaksanaan Audit agar tercapai tujuan 

pelaksanaan Audit; dan 

e. memberikan pedoman Kendali Mutu Audit APIP. 

 

Pasal 3 

PKMA-APIP terdiri atas: 

a. pedoman penyusunan rencana strategis; 

b. pedoman pengendalian mutu perencanaan Audit; 

c. pedoman pengendalian mutu penyusunan rencana dan 

program kerja Audit; 

d. pedoman pengendalian mutu pelaksanaan Audit; 

e. pedoman pengendalian mutu pelaporan Audit; 

f. pedoman pengendalian mutu pemantauan tindak lanjut 

hasil Audit; dan 

g. pedoman pengendalian mutu tata usaha dan sumber 

daya manusia. 

 

BAB II 

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 

 

Pasal 4 

(1) Pedoman penyusunan rencana strategis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan panduan 

bagi APIP dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, 

program dan kegiatan yang merupakan rujukan 

pelaksanaan kegiatan APIP dan agar Auditi dapat 

mengetahui tujuan, kewenangan dan tanggung jawab 

Inspektorat. 

(2) Standar Audit yang terkait dengan pedoman penyusunan 

rencana strategis, yaitu APIP harus: 
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